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PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000;

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor M.390.KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01
Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : . .,



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan
baru sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 5, dengan Penetapan Angka Kredit
sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan
tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
- ” KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

- M. JARTN H.X
NIR.1959Y2021981031001

|

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;

Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-45KP.03.04 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Maret 2019
NO NAMA / NIP BN A JABATAN LAMA JABATAN BARU ANGKA KREDIT
(GOL/RUANG)
1 2 3 4 S 6
1. | ADITYA CHANDRADINATA, | Penata Muda Tk I | Pelaksana  pada  Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 128,000
S.H. (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 199005132012121001 Manusia Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Tengah
2. | ALBINAR DUANTO Penata Muda Tk. [ | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 118,000
TANGKEPASA, S.H. (I1I/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198604092012121001 Manusia Papua Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Papua
3. | ANDI BALI RAJA Penata Muda Tk I | Pelaksana pada Lembaga Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- 109,000
MARTANDU, S.H. (I11/b) Khusus Anak Kelas II Kendari undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198411262012121001 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Tenggara
4. | A RAHMAH MULIANTY Penata Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 142,860
UMAR, S H. (I1l/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198603102009122003 Manusia Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat
5. | BAIQ RARA CHARINA SIZIL Penata Muda Tk. I | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 182,600
S.H.,, M.H. {111/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198810212012122001 Manusia Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nusa Tenggara Barat
6. | CHRISTINE NATALIA Penata Muda Tk. I | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 114,992
MUDA, S.H. (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP, 198612102012122001 Maluku Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Maluku
7. | DIAZ NOPRIANTO, S.H. Penata Muda Tk. [ | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 109,000

NIP. 198511272012121001

(I1/D)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Jambi

undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Jambi




1 2 S 4 5 6
g, | DINA ISMELA YUNITA, Penata Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 166,870
" len wmE (1il/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198804092009122003 Lampung Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Lampung
9 | HAYATI RAHMAN, S.H. Penata Muda Tk. Peiaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 119,930
NIP. 198804042012122001 (111/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Barat
10. | HENRI UNESDO, S.H. Penata Muda Tk Pelaksana pada Direktorat Jenderal | Perancang Peraturan Perundang- 123.710
NIP, 198311112012121001 (Il1/b) Peraturan Perundang-Undangan undangan Pertama pada Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
11. | HUSNA SARTIKA, S.H. Penata Muda Tk, Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 130,000
NIP. 198802042012122003 {T11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Aceh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh
12. | IKHWAN RIDHANI], S.H. Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 111,430
NIP. 198907142012121001 (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kalimantan Selatan
13. | IMELDA HANUM, S.H. Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 128,100
NIP. 198807252012122002 (111/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Kepulauan Bangka Belitung Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kepulauan Bangka Belitung
14. | KRISTINA AGUSTIANI Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 138,660
SIANTURI, S.H. {(111/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | Undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP, 198608152012122001 Manusia Sumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Utara |
15. | LUFFITA ALFIANTI, S.H. Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 140,960

NIP. 198901162012122002

{111/b)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Timur

undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Timur
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16. | MANUTUR SIMBOLON, Penata Muda Tk Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 122,000
S H. (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198501252012121001 Manusia Papua Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Papua
17. | NENKLIA SENJA CONTINA Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 163,370
RONA MERONA, S.H. (II1/B) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 199002262012122001 Manusia Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Tengah
18. | NIKO HARY MANGGALA, Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 132,745
S H. (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198308062012121002 Manusia Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Barat
19. | NYOMAN DAIVI PRAKITRI Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 125,108
UTAMI, S.H. (IT1/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198702172012122001 Manusia Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nusa Tenggara Barat
20. | ROBY SEPTIAN LATIEF, Penata Muda Tk Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 116,000
S.H. (II1/b} Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198709102012121001 Manusia Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Gorontalo
21. | SYITHAH DAMAYANTI, S.H. | Penata Muda Tk. Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 114,340
NIP. 199003202012122004 (IT1/b) Kementernnan Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Tengah
22. | TRI OKTAVIA HILALA, S.H. Penata Muda Tk Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 128,800
NIP. 198810042012122001 (I11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Gorontalo
23. | VICO NOVINDQO, S.H. Penata Muda Tk Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 126,208

NIP. 198911302012121002

(I1/b)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Barat

undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Barat

24. ..
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24. | VISY TRIYEN], S.H. Penata Muda Tk 1 | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 124,000
NIP. 198604112012122002 (11/b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Manusia Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Barat
25. | WAHYU SUTANTO, S.H., Penata Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 173,050
M.H. (Ili/c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi | undangan Pertama pada Kantor Wilayah
NIP. 198510242009121009 Manusia Lampung Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Lampung
26. | YULIANA, S.H. Penata Muda Tk. I | Pelaksana pada Kantor Wilayah | Perancang Peraturan Perundang- 130,000

NIP. 198707072012122003

(I11/b)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan

undangan Pertama pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan
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